BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai

Perencanaan Anggaran di Masa Krisis/Darurat Pada Biro Umum Sekretariat

Jenderal Kemendikbudristek dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang timbul dalam menetukan tujuan keuangan dan
prioritas adalah faktor ketidakpastian di awal pandemi dimana belum
ditemukannya vaksin, korban tertular dan meninggal dunia terus
meningkat, kesulitan untuk memprediksi dampak jangka panjangnya,
Hal ini membuat sulit untuk menyusun anggaran yang tepat. Kekurangan
dana anggaran penanganan pandemi membuat perubahan alokasi
anggaran untuk program-program penanganan Covid-19 yang
menyebabkan anggaran untuk program-program lain menjadi berkurang.

2. Pada tahap pengumpulan informasi yang relevan, kebutuhan informasi
yang terkini, responsif dan adaptif dalam membuat perencanaan
anggaran sangat dibutuhkan. Di masa pandemi diperlukan ketegasan
dalam dalam penanganan krisis, penentuan harga satuan pengeluaran
untuk pandemi (penunjang daya tahan tubuh pegawai, masker, rapid dan
SWAB test dan juga biaya paket pengiriman bantuan) sudah dapat
terindentifikasi sejak diberlakukannya masa darurat pandemi.

3. Di tahap analisis sangat bergantung dari validnya tahapan pengumpulan
data. Keputusan yang diambil terkadang dilakukan dengan cepat, tanpa
pertimbangan menyeluruh, dan di bawah kondisi yang sangat terbatas.
Situasi darurat ini menyebabkan opsi yang tersedia menjadi lebih sedikit,
yang kemudian berpotensi meningkatkan biaya. Dalam konteks ini,

pengecualian terhadap kebiasaan mekanisme perencanaan penganggaran
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normal mungkin diperlukan, tetapi ini juga membuka peluang untuk
penyalahgunaan anggaran.

Di tahap penyajian data rekomendasi, terkadang kondisi dinamis yang
selalu berubah karena pandemi memaksa untuk dilakukan lagi revisi
mendadak dan berulang. Proses revisi yang banyak ini menandakan
ketidakakuratan informasi yang didapat dan proses analisis yang kurang
bisa memperediksi kondisi kedepan. Akan tetapi seringnya proses revisi
juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi yang sangat dinamis dan
sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan penanganan pandemi

Di tahap implementasi, harus sudah bisa dipastikan perencanaan
anggaran tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Pengelompokan rincian
belanja barang penanganan pandemi masih tersebar pada setiap KRO
sehingga timbul kesan tumpang tindih, yang seharusnya bisa
dikumpulkan pada satu KRO yang paling dianggap relevan (EAC —
Layanan Umum) untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi

Di tahap pengawasan hal yang harus diperhatikan adalah efisiensi,
efektivitas, tranparansi dan akuntabilitas agar dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Konsistensi  kebijakan
perencanaan di masa pandemi harusnya bisa dijalankan lebih baik di
tahun anggaran berikut. Akan tetapi keberlangsungan kebijakan
perencanaan terkait pandemi tahun berikutnya (2021 dan 2022) hanya
mengalami sedikit perubahan, hal ini terlihat pada pengajuan program
DIPA indikatif 2021 dan 2022. Pola perencanaan tahun kedepan
sebagian besar masih menggunakan program tahun sebelumnya, bahkan

hal ini terjadi di masa pandemi.
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Gambar 4.6 Desain perencanaan di masa pandemi

Penggabungan dari Teori Penganggaran Berbasis Kinerja dan
Manajemen Krisis menghasilkan sebuah desain perencanaan yang dapat
diterapkan pada Biro Umum dan PBJ di masa pandemi dengan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Pimpinan menjadi penentu dalam keberhasilan mengatasi pandemi.
Konsep krisis yang bisa kapan saja terjadi , dimana saja dan belum jelas
kapan berakhir, membutuhkan respon cepat dan sistematis. Di masa
pandemi COVID-19 pimpinan diberikan wewenang untuk melakukan
tindakan yang berakibat atas beban APBN, melakukan refocusing dan
penyesuaian alokasi, penyederhanaan mekasnisme dan simplifikasi
dokumen keuangan (PERPU 1 tahun 2020), belum lagi konsep let the
manager manages memberikan ruang gerak fleksibilitas yang cukup
besar dalam upaya penanganan pandemi.

2. Support tim dalam mengumpulkan informasi yang lengkap sangat
dibutuhkan dalam menunjang kebijakan pimpinan dalam perencanaan

penanganan pandemi, termasuk didalamnya informasi tentang aturan-
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aturan terkait pelaksanaan perencanaan dan anggaran saat pandemi
sehingga tidak tumpang tindih, tepat sasaran dan sesuai dengan kaidah
penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, efektif, prioritas,
transparansi dan akuntabel.

Dibutuhkan ketegasan dalam implementasi perencanaan keuangan di
masa pandemi dengan lebih memperhatikan standar biaya dalam upaya
menjaga ketercapaian indikator kinerja dan evaluasi kinerja.

. Pengawasan, pemeriksaan dan evaluasi kebijakan perencanaan yang
sudah dilakukan dengan melibatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah
dalam upaya perbaikan kebijakan penanganan pandemi dan membuat
kebijakan dan langkah yang tepat untuk persiapan yang lebih baik pada

krisis di masa depan.
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